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TENTANG 

PENYAMPAIAN RENCANA KEGIATAN PADA 
SELURUH WllAYAH KONTRAWPERJANJIAN 

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nornor 4 Tahun 
2009 tentang Pertarnbangan Mineral dan Batubara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nornor 4, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia 
Nornor 4959), dirnana dalarn ketentuan Pasal 171 ayat (1) rnenetapkan bahwa : 

"Pernegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertarnbangan batubara 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan 
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat I (satu) 
tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus rnenyampaikan rencana kegiatan 
pada seluruh wilayah kontrauperjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya 
kontraklperjanjian untuk rnendapatkan persetujuan pernerintah". 

Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 171 ayat (1) Undang- 
Undang Nornor 4 Tahun 2009 disarnpaikan paling larnbat 6 (enam) bulan sejak Edaran 
ini diterbitkan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bum1 melalui 
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara. 

Dernikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan d i~atuhi  

Ditetapkan di Jakarta 

a 30 J a n u a r i  2009 
ri Energi dan Surnber Daya Mineral 
ur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Burni, 

Ternbusan : 
I .  Menteri Energi dan Surnber Daya Mineral 
2. Sekretaris Jenderal Departernen Energi dan Surnber Daya Mineral 
3. Kepala Biro Hukurn dan Hurnas Departernen Energi dan Surnber Daya Mineral 
4. Direktur Pernbinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara 
5. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Burni 
6. Direktur Pernbinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Burni 


